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BUPATI PASAMAN
PROVINS! SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TEMTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 RAO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

—

BUPATI PASAMARN,

bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten
Pasaman khususnya pada Nagari Tanjung Betung Kecamatan
Rao Selatan jumlah Kepala Keluarga dan banyaknya usia
sekolah, dirasa perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama
Negeri untuk mempersingkat jarak tempuh anak-anak sekolah
dari Tenjung Betung yang selama ini berjarak lebih kurang 4
ki ke SMPN Negeri 1 Rao Selatan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan pasal 29 ayat ( 2 ) huruf
g, peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaran Pendidikan, Bupati Bupati
Berfanggungjawal mengelola sistem pendidikan nasional di
daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan
daerah bidang pendidikan melalui peraturan bupati;

bahwa mewujudkan sebagaimana dimaksud huraf a diatas;
dirasa perlu menelapkan Peraturan Bupati  lentang. .

pembentukan Sekolah Menengah Perfama Negeri 3 Rao . -

Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 13956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2003 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomar 4348),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundangan-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipii
Negara { Lembaran Megara Republik Indonesia);
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia), Tambahan
t embaran Megara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
peberapa kali terakhir dengan Undang-Undang- Momor @
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



Menetapkan

7.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jebatan Strukturai
{(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 tahun 2002
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 94);

Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ftentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Momor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4263) sebagaimana {elah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 63 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 1 64);

Peraturari  Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 fentang
Pedoman Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Tahun 2005 NMomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

. Peraturan Pemerinteh Momor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemeriniahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4741},

i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Megara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
Peraturan  Pemerinlah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemeriniahy Nomor 86 Tahun 2010 (Lembaran MNegara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerash (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 694);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerzah Kabupaten Pasaman
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18y _
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor & Tahun 2013;
Feraturan Daerah Kabupaten Pasaman Momor 2 Tahun 2014
tentang Pendidikan Gratis; '
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 20114 ientang
enjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas
Pendidikan Kabupaten Pasaman;

EMUTUSKARN :

PERATURAN BUPAT! PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI! 3 RAQ SELATAN
KECAMATAN RAO SELATAN



BAB i
AETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai
unsur penvelenggarz Pemerintai Daerah;

3. Bupal adalah Bupati Pasaman; ,

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;

5. Kegiatan Teknis Operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis
yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

8. Kegiatan Teknis Penunjang adalah melaksanakasn kegiatan untuk
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB 1l
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Fertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri 3 Rao Selatan Kecamatan Rac
Selatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasai 3

{1) SMP sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Sekolah Menengah Pertama yang
berada di Kecamatlan Rac Selatan;

(2) SMP sebagaimana dimaksud ayal (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pasaman, vang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Rac Selatan.

Bagian Ketigs
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekolah Manengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Rac Selatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau
kegiatan feknis penunjang dibidang pendidikan. '

FPasal

Sekolah Menengah Pertama { SMP ) Negeri 3 Rao Selatan mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia
dan berkepribadian luhur; _

2. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilal kebangsaan dan cinia
tanan air;

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknoiogi; _

4. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi seria mengekspresikan
keindahan, kehalusan dan harmenis; '



5. Menyalurken bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan
dan kebugaran jasmani maupun presiasi, dan

6. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk nidup mandiri di masyarakat
danfatau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

HAB I
SUSUMAMN ORGANISAS]

!

FPasal

]

Susunan Organisasi SMP Megerl 3 Rao Selatan Kecamatan Rao Selatan terdiri dari;
1. Kepala Sekolah;

2. Wakil Kepzala Sekolah;

3. Sub Bagian Tala Usaha;

4. Jabatan Fungsional Guru.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SMP dilakukan
oleh Bupali atas usul Kepala Dinas Pendidikan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kepala SMP dan Wakil Kepala SMP sebagaimana dimaksud pasal 8 angka 1,
angka 2, angka 3 dan angkja 4 diangkat dari seorang guru sebagai fugas
tambahan disamping jebatan sebagai fungsional guru;

(2) Kepala Sub Bagizn Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural
eselon V.b.

BAB W
PEMBIAYAAN
Hasal @

Segala biaya yang dibutuhkan uniuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

BARB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Fasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi seria rincian {tugas organisasi SMP
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Dinas Pendidikan dan dijabarkan kembali kedalam peraturan SMP

BAB Vi
KETEMNTUAN PENUTUPR
Pasal 11

Peraturan Bupali ini muiai berlaku pada tangga! diundangkan.



Agar _s'et_iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan |
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupsten Pasaman. :
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